
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1257, 2017 KEMENDAG. Inpassing. Jabatan Fungsional. 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 
Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan 

Penguji Mutu Barang.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                  NOMOR 67/M-DAG/PER/9/2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  

PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN FUNGSIONAL  

PENERA, PENGAMAT TERA, PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN, 

PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional 

Melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penera, 

Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, 

Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 
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  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796); 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1796); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian 

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1797); 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1798);  

  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1800);  

  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); 

  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-

DAG/PER/7/2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1171); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM 

JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAMAT TERA, 

PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN, PENGAWAS 

KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna 

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka 

waktu tertentu. 

3. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang untuk melakukan peneraan. 

4. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang untuk melakukan pengamatan tera. 

5. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi 

Legal. 

6. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan 

Metrologi Legal. 

7. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan 

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, 
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dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Kementerian Perdagangan adalah Instansi Pembina 

Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata 

Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, 

dan Penguji Mutu Barang. 

9. Menteri Perdagangan adalah pimpinan instansi Pembina 

Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata 

Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, 

dan Penguji Mutu Barang yang memiliki kewenangan 

untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan 

dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji 

Mutu Barang melalui Penyesuaian (Inpassing). 

10. Unit Pembina Jabatan Fungsional adalah unit yang 

melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji 

Mutu Barang. 

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh Pejabat Fungsional Penera, Pengamat Tera, 

Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas 

Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam rangka 

pembinaan karier.  

12. Uji Kompetensi adalah Penetapan teknis dan non teknis 

bagi Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji 

Mutu Barang dalam melakukan kegiatan kemetrologian 

atau pengujian mutu barang. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pejabat pembina kepegawaian dan pegawai dalam melakukan 

Penyesuaian (Inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penera, 

www.peraturan.go.id



2017, No. 1257 -6- 

Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, 

Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang. 

 

Pasal 3 

(1) Penyesuaian (Inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan  Penguji 

Mutu Barang keterampilan dan keahlian ditujukan bagi: 

a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di 

bidang Pengujian Mutu Barang dan Kemetrologian 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; 

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai 

dengan formasi jabatan fungsional tertentu dan 

telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat 

lebih tinggi; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan 

Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan 

terakhir dengan jabatan fungsional yang akan 

didudukinya; atau 

d. Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari 

jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat 

terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk 

kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih 

tinggi. 

(2) Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) harus berdasarkan 

pada kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Pengamat 

Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas 

Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam e-formasi 

dan telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Perdagangan.  

(3) Tata cara pengajuan Penyesuaian (Inpassing) ke dalam 

Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata 

Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, 

dan Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 4 

(1) PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji 

Mutu Barang kategori keterampilan atau keahlian harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki ijazah di bidang pendidikan dan pangkat 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi untuk masing-masing Jabatan Fungsional; 

b. usia paling tinggi: 

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun 

dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana 

untuk kategori keterampilan dan keahlian; 

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun 

dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan 

Pengawas untuk kategori keterampilan dan 

keahlian; 

3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 

dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang 

akan menduduki jabatan fungsional ahli madya 

untuk kategori keahlian; atau 

4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 

dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan 

Tinggi kategori keahlian; 

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir; 

d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang 

paling singkat 2 (dua) tahun; dan 

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang 

jabatan fungsional yang akan diduduki.  

(2) PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi dapat 

diangkat sebagai pejabat fungsional.  
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(3) Khusus untuk Jabatan Fungsional Penera, Pengamat 

Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, dan 

Pengawas Kemetrologian harus mengikuti pendidikan 

dan pelatihan teknis fungsional sesuai dengan 

jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat 

dalam jabatan fungsional. 

 

Pasal 5 

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan                

tata cara Uji Kompetensi tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) PNS yang lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat Uji 

Kompetensi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Perdagangan. 

(3)  PNS yang tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji 

Kompetensi kembali dengan batas waktu paling singkat 6 

(enam) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Uji 

Kompetensi sebelumnya. 

  

Pasal 6 

(1) Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui 

Penyesuaian (Inpassing) dilakukan berdasarkan Angka 

Kredit kumulatif.  

(2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

(1) Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dan 

belum diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dapat 

diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai 

dengan jabatan dan Angka Kredit terakhir.  

(2) Perhitungan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bagi 

pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling singkat 2 (dua) tahun setelah keputusan tentang 
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Penyesuaian (Inpassing) PNS yang bersangkutan dalam 

jabatan fungsional ditetapkan. 

 

Pasal 8 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, 

Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, 

Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui 

Penyesuaian (Inpassing) dilaksanakan sampai dengan bulan 

Desember 2018. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

   

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 September 2017  

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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